
GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN GUBERNUR LAtr'PUNG

NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERII{TAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
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Menimbang a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20O4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah;

bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Lampung Tahun 2024 memwat rancang€rn
kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan
daerah,serta rencana ke{a dan pendanaan untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan
mengacu pada Rancangan Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun
2019-2024, Rencana Kerj'a Pemerintah (RKP) dan
program strategis nasional yang merupakan satu
kesatuan dalam Sistem Perencalaan Pembangunan
Nasional dan memuat arahan kepada Perangkat Daerah
di lingkungan Pemcrintah Provinsi Lampung dalam
meiaksanakan tugas dan fungsi ciaiam rangka
pencapaian visi dan misi pembangunan Provinsi
Lampung serta menjadi dasar pen5rusunan Kebijakan
Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) sebagai landasan penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah
(R-APBD) Tahun 2024;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas,
perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Lampung Tahun 2024 d,an menetapkannya
dengan Peraturan Gubernur Lampung;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945:

b
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Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2O04 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat
(2) Undang-Undalg Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah;

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Lampung Tahun 2024 memuat rancangan
kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan
daerah,serta rencana kerja dan pendanaan untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan
mengacu pada Rancangan Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun
2019-2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan
program strategis nasional yang merupakan satu
kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan memuat aral.an kepada Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dalam
melaksanakan tugas dan fungsi rialam rangka
pencapaian visi dan misi pembangunan Provinsi
Iampung serta menjadi dasar pen,'usunan Kebijakan
Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) sebagai landasan pen1rusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(R-APBD) Tahun20241'

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas,
perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Lampung Tahun 2024 dan menetapkannya
dengan Peraturan Gubernur Lampung;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

1Mengingat



1-

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun L964 tentang
Penetapan Peraturan Pengganti Undang Undang Nomor
3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Lampung dengal mengubah Undang-Undang Nomor 25
Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Sumatera Selatarr (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor
8, Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun
1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2688);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLl tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
sebagaimana teiah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan
Perundang Undangan (t embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nr-rrnor 143, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 68O1):

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lrmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
tahun 2O23 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 ter:tang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2O23 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
67571;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2O08 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana
telah diubah beberapa kali tera.LJrir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2027 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633

'/ . Peraturan Pemerintah Nomor 8 'Iahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara Pcnyusunan Pengendalian Dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 200g
Nomor 21);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang
Dekonsentrasi dan T\rgas Pembantuan (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 794);
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9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2O2O tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2O2O-2O24 Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O2O Nomor 10);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2O17
tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, T atacara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

I 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20 15
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana teiah diubah dengan Peraturar Menteri
Dalam Negeri Nomor l2O Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2Ol9
Nomor 1447);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2O21
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor BL Tatrun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2024;

16. Peraturan Menteri PPN/KepaIa Bappenas Nomor 4
Tatrun 2022 tentar-rg Rancangan Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O22 Nomor 486);

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor OS0_5gg9
Tahun 202 1 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur perencanaan pembangunan dan
Keuangan;

18. Peraturan Daerah provinsi Lampung Nomor 6 Tahun
2007 tentang Rencana pembangunan Jangka panjang
Daerah (RpJpD) provinsi Lampung Tahuri 2OOS_CO2i(lrmbaran Daerah provinsi Lampung Tahun 2OOZ
Nomor 6, Tambahan kmbaran Serita Saerah 314);
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19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun
2Ol9 tentang Rencana Pembangu.nan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2Ol9-2O24
(Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019
Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daeralr Nomor 12 Tahun 2O2L (I*mbaran Daerah Tahun
2021 Nomor 13);

20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun
2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Berita Daerah
Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAIT:

PERATURAI{ GUBERNUR TEIYTANG R.EI{CAITA KER^'A
PEMERINTAII DAERAII PROVINSI LAMPUNG
TAHUI{ 2024.

BAB I
KETENTUAN UUUU

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubemur sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yalg memimpin
pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan ralryat daerah
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya
dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara
Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,
memberdayakal, dan menyejahterakan masyarakat.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah
dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang
selanjutnya disingkat RPJMN adatah dokumen
perenc€rna€rn pembangunan nasional untuk periode S
(Iima) tahun.

8. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat
RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan
nasional untuk periode I (satu) tahun.

Menetapkan



9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode
20 (dua puluh) tahun.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode
5 (lima) tahun.

Il. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut
Rencana Ke{a Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan
dengan Perda.

13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu)
tahun.

14. Prioritas dan PlaIon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat
PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran
yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai
acuan dalam pen)rusun€rn rencana keda dan anggaran satual kerja
Perangkat Daerah.

15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan
Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode I (satu) tahun.

16. Rencana Keq'a dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran
yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan
kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar
penyusunan APBD.

17. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Derah atau masyarakat,
yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran
dan tqiuan pembangunan daerah.

18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
beberapa Perangkat Daerah sebagai bagran dari pencapai€rn sasaran
terukur pada suatu program,dan terdiri dari sekumpulan tindakan
pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya
manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya
tersebut,sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran
(output) dalam bentuk barang/jasa.

19. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih datam periode tahun anggaran yang
bersangkutan.

20. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan.

21. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perru dibayar kembaridan/atau pengeluaran yang akan diterima kimbali, U"if. p"A. tJ""
flggeran yang bersangkutan maupun pada tahun_tahun anggaran
berikutnya.

22' Sasaran adalah target- atau hasil yang diharapkan dari suatu program
atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan
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23. Program adalah bentuk instrument kebijalan yang berisi satu atau
lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau
masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk
mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

BAB II
RENCANA I{ERJA DAN SISTEMATIKA RKPD

Pasal 2

(1) RKPD terdiri dari:
a. Buku I : tentang gambaran umum kondisi daerah, kerangka

ekonomi makro. arah kebijakan keuangan daerah,
prioritas pembangunan daerah, rencana program dan
kegiatan, dan pendanaan; dan

b. Buku II : tentang program dan rencana kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung.

(21 RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) merupakan rencana
pembangunan tahunan daerah yalg berisikan dokumen perencanaan
pembangunan Provinsi Lampung untuk tahun 2O24 periode tanggal
1 Januari 2024 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember
2024.

Pasd 3
(1) RKPD menjadi landasan penyusunan KUA APBD Provinsi Lampung dan

PPAS Tahun 2O24.

(21 RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja

Perangkat Daerah Tahun 2024;

b. Acuan bag Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam meny'usun RKPD
Kabupaten/Kota Tahun 2024; dan

c. Pedoman bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam menyusun
Rancangan APBD Provinsi Lampung Tahun 2024.

Pasal 4
Dalam melakukan pembahasan RKA-PD dengan DpRD, Kepala perangkat
Daerah berpedoman kepada RKPD.

Pasd 5
Dalam rangka pelaksanaan rencana kerja dan anggaran, ditetapkan hal-hal
sebagai berikut:
a. Kepala Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan

tahunan atas pelaksanaan 
.rencana ke4'a dan anggaran yang berisi

uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinfra masing-Lasing
program; dan

b. laqoran sebagaimana, dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada
Gubernur melarui Badan perencanaan pembangunan ou".J- p.oii""i
Lampung 14 (empat belas) hari setelah berakf,irnya triwulan tahunberjalan.
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BAB III
PENUTUP

Paral 5
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan peng:ndangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
padatanggal 27 - 6 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
paciatanggai 27 - 6 - 2023

SEKRETARIS DA.ERAII PROVINSI LAMPT'NG

ttd

FAHRIZAL DARMANTO

BERITA DAERAH PROVIT{SI LAMPUNG TAIIUN 2023 NOMOR 15

aslinya

BIRO HUKUItr,

Uta4a Uuda
ItIP. 96509051991031OO4



BABVIII
PENUTUP

Saiah satu aspek keberhasiian suatu pernbaugunan tiitentukan r.rieh

keberhasilan dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kineria iajaran
pemerintah, dukungan dan peran aktif masyarakat maupun swasta serta sinergi

Pemerintah Kabupaten/Kota.

DUrrn D,^"i-.i I -h-"-,'f^L"h .)n'), 
-^Fr'^^|.^F 

!^L'r- l'^li6- ^^l-1.-----^uu.rrusrrS Plrqruqrrqerr

RPTMD Provinsi Lampung Tahun 2019- 2024 yang mempunyai tema atau fokus

pembangunan yaitu "Pemantapan Transformasi Ekonomi dan Kualitas SDM

menuiu Rakyat Lampung Beriaya". RKPD Tahun 2024 sebagai dasar penjrusunan

Kebiiakan Umum Anggaran [KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara IPPAS)
yang akan meniadi landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belania Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2024. RKPD Tahun 2024 meniadi
pedoman dasar bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen Rencana Keria

(Renial Pemerintah Daerah, Evaluasi kineria penyelenggaraan pemerintahan

daerah, Penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan

pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat Pemerintah serta dasar

penyusunan RKPD Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

Dokumen RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program
prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju

dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif. RKPD disusun

untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan sefta digunakan sebagai pedoman pemerintah
daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan dan menjadi tolok ukur
untuk menilai capaian kineria penyelenggaraan pemerintah daerah dalam
merealisasikan program kegiaan pembangunan agar dapat berjalan dengan baik
untuk mewu.judkan kesejahteraan masyarakat.

Seluruh pemangku kepentingan berkomitmen dalam mengawal,
melaksanakan dan mewujudkan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana
tertuang dalam RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024. Oleh karena itu, pemerintah

Provinsi Lampung mengalak semua pihak untuk bersinergi dan berkolaborasi
dalam mewuiudkan pembangunan daerah menuju Rakyat Lampung Beriaya.

aslinva

GUBERITUR LAMPUNG.

ttd

ARINAL DJI'ITAIDI

Utar,ie Uude
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RKPD PROVINSI LAMPUNG Tohun 2024 vlil-1
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